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KARAKTERISTIK DAN PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KARIER UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
SUMBER DAYA GURU DAN KEPALA SEKOLAH
DI MADRASAH SWASTA
Oleh : Nurul Ulfatin'

A. PENDAHULUAN

Abstrak: Guru dan kepala sekolah merupakan aset penting
dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, kualitas guru
umumnya masih rendah, terlebih guru yang bertugas di lembaga
pendidikan berjenis madrasah swasta. Permasalahan guru sudah
lama mengemuka, dan sampai sekarang belum terpecahkan. Pada
era desentralisasi sekarang ini permasalahan guru merupakan
bagian inti dari manajemen sumber daya manusia di bidang
pendidikan. Serangkaian permasalahan guru yang penting untuk
dicermati dan dianalisis adalah terkait dengan pengembangan
profesi dan karier. Pengembangan profesi dan karier adalah wujud
dari pembinaan dan pengembangan guru sesuai dengan yang
diamanatkan oleh undang-undang guru dan dosen. Di lembaga
pendidikan jenis madrasah swasta, pengembangan profesi dan
karier guru perlu dibahas secara lebih khusus karena di dalamnya
terdapat permasalahan yang relatif lebih kompleks jika
dibandingkan dengan lembaga pendidikan jenis lain. Ada tiga
strategi tahapan yang ditawarkan dalam pengembangan profesi
dan karier untuk meningkatkan kualitas guru. Pertama,
menganalisis karakteristik guru, terutama terkait dengan kondisi
‘given’ yang secara manajerial dapat mengganggu percepatan
peningkatan kualitas guru. Kedua, pengembangan profesi dalam
bentuk in-service training dan in-service education, terutama
dikaitkan dengan proses dan prosedur pengembangannya dengan
merumuskan program dan standar pengukuran untuk menjamin
kualitas yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan.
Ketiga, promosi kepala sekolah sebagai salah satu bentuk
pengembangan Kkarier tidak hanya berfungsi sebagai wujud
regenerasi kepemimpinan formal, tetapi juga berfungsi sebagai
strategi penataan manajemen peningkatan mutu sekolah.

Kata kunci: sumber daya guru, guru ' madrasah swasta,
pengembangan profesi, pengembangan karier

Prof. DR. Hj. Nurul Ulfatin, M.Pd. Adalah Guru Besar PPs UNM dan Dosen PPs
Unipdu Jombang.
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'ESI Tahun 2005, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan
TAS Peraturan Presiden Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan
H Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Di

dalam RPJNM diamanatkan tiga misi pembangunan nasional,
yaitu: (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai;
(2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan
; (3) mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk
enting mewujudkannya, bangsa kita harus memiliki sumber daya
S manusia yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu
meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing
terhadap bangsa lain di dunia.

Satu wadah yang paling efektif untuk membentuk sumber
daya manusia yang berkualitas adalah lembaga pendidikan.
Penyelenggaraan praktik pendidikan dan pembelajaran di lembaga
pendidikan (persekolahan) dilakukan dengan mengikuti arah
pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang telah
direncanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan sebagian
oleh Departemen Agama sebagai pemegang amanah tata kelola
4 pemerintahan nasional. Dalam rencana strategis Departemen

dan Pendidikan Nasional (2005), arah pendidikan dihadapkan pada
berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan
kinerja kelembagaan. Kinerja tersebut mencakup: (1) pemerataan
dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya
saing, (3) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, dan
(4) peningkatan pembiayaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja
pendidikan nasional, diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang
telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi
pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan.
Reformasi politik pemerintahan ini tertuang di dalam Undang-
Undang Nomor 22/1999, yang kemudian disempurnakan menjadi
Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang tersebut menandai perubahan radikal tata
kepemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik,
dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah.
Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat
kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah
daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas manajemen pendidikan, sehingga diharapkan dapat
memperbaiki kinerja pendidikan nasional.

Sebagai  konsekuensi  diterapkannya  otonomi  dan
desentralisasi pendidikan, sistem penyelenggaraan pendidikan
nasional dituntut untuk melakukan berbagai perubahan,
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penyesuaian, dan pembaharuan. Perubahan ini diperlukan dalam
rangka mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis,
serta memberi perhatian pada keberagaman dan mendorong
partisipasi masyarakat, tanpa kehilangan wawasan nasional.
Merujuk pada salah satu tantangan kinerja pendidikan nasional di
atas, maka yang menjadi persoalan besar adalah belum optimalnya
pemberdayaan sumberdaya guru untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Kondisi sumberdaya manusia di bidang pendidikan
secara umum masih tergolong rendah. Secara eksternal,
ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai
baik secara kuantitas maupun kualitas. Di samping itu, pada sisi
lain kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga belum
berimbang jika dibandingkan dengan tenaga profesional lainnya.
Hal ini berdampak pada proses penyelenggaraan pembelajaran
yang belum berjalan efektif dan efisien. ' : :

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud sumber daya
manusia bidang pendidikan adalah pendidik dan tenaga
kependidikan.  Pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instrultur, fasilitator, dan sebutan lain yang
sesuai  dengan  kekhusussan, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan
adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk ~ menunjang  penyelenggaraan pendidikan.  Tenaga
kependidikan  ini  bertugas  melaksanakan  administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis
untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Yang tergolong tenaga kependidikan ini antara lain staf
administrasi, pustakawan, teknisi, dan sebutan lain sesuai dengan
kekhususan kegiatannya.

. GAMBARAN SUMBER DAYA GURU DI INDONESIA
Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
bidang pendidikan dapat dilihat dilihat dengan jelas terutama
sampai tahun terakhir ini. Sebagaimana yang dilaporkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan
Nasional (Balitbang Depdiknas) tahun 2005, sampai dengan tahun
2002/2003 terdapat sekitar 2,7 juta guru dari jenjang pendidikan
pra-sekolah hingga menengah, baik pada sekolah negeri maupun
swasta. Namun jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan
dengan jumlah peserta didiknya. Oleh karena itu, masih
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diperlukan sekitar 400 ribu orang lagi untuk memenuhi rasio guru
dan peserta didik (Depdiknas, 2005).

Untuk mengatasi kekurangan jumlah tenaga pendidikan dan
kependidikan tersebut, pemerintah telah berusaha menambah
tenaga pendidik, khususnya guru. Namun, upaya tersebut belum
Juga dapat memenuhi kekurangan guru di setiap jenjang
pendidikan sebagai akibat banyaknya guru yang mencapai usia
pensiun, berhenti, mutasi, dan meninggal dunia. Sebagai
gambaran dapat dicontohkan bahwa di SMP saja, setiap tahun ada
tambahan 400 ribu murid baru. Oleh karena itu, untuk mengatasi
kekurangan guru, maka mulai tahun 2003 telah dilakukan
pengadaan guru bantu yang mencapai jumlah 190.332 orang dan
pada tahun 2004 juga dilakukan pengadaan guru bantu sekitar
71.309 orang. Dari jumlah pengadaan guru bantu ditambah
dengan PNS baru non-guru bantu yang berjumlah sekitar 38.533,
maka total penambahan guru selama tahun 2003 dan 2004
berjumlah sekitar 300.174 orang. Apabila ditambah dengan
kekurangan guru tahun 2002/2003 maka jumlahnya menjadi
427.903 orang, belum lagi apabila ditambah dengan guru yang
pensiun pada tahun 2003 yang berjumlah sekitar 29.937 orang,
maka kebutuhan guru untuk tahun 2004 yaitu 157.666 orang.
Kalau ditambah dengan jumlah guru yang pensin, maka
kebutuhan guru tahun 2005 menjadi 218 ribu orang. Dalam rangka
menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 Tahun, dimana sekitar 400
ribu anak usia 13-15 tahun akan memasuki jenjang SMP/MTs
dibutuhkan sekitar 25 ribu guru setiap tahunnya.

Kekurangan guru tersebut apabila dilihat dari rasio guru
terhadap siswa akan menjadi kontras. Tabel 1 menunjukkan
rasio guru terhadap siswa pada jenjang TK = 13, SD = 21,
MI = 16, SMP = 17, MTs = 11, SMA = 14, MA = 9, dan
SMK = 14. Rata-rata rasio guru terhadap siswa tersebut, jika
dilihat berdasarkan standar nasional pendidikan, maka
Jumlah guru pada jenjang tersebut sudah sangat ideal.
Namun, jika dianalisis lebih jauh, ternyata rasio ini tidak
diikuti oleh pendayagunaan guru secara efisien. Sebagai
bukti adalah masih terjadinya penumpukan guru di daerah
perkotaan, kurikulum yang sangat terspesialisasikan pada
pendidikan menengah, dan banyaknya sekolah dasar kecil
dengan rata-rata jumlah murid di bawah 100 orang
(Depdiknas, 2005).
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g Tabel 1
Rasio Pendidikan, Tahun 2002/2003
No Jenjang Siswa/ Siswa/ Siswa/ Kelas/ R. Guiw/
Pendidikan | Sekolah Guru Kelas Kelas Sekolah
1|TK 39 13 20 0.97 3
2|SLB 45 4 4 1.78 10
3(SD+MI 172 20 26 1.14 8
a. SD 177 21 26 43 8
b. Ml 136 16 22 .15 9
4 |SMP+MTs 307 15 39 1.00 21
a. SMP 376 17 40 1.02 22
b. MTs 181 &1 35 0.94 47
5|SM+MA 354 13 36 1.07 27
a. SMA 391 14 38 1.02 29
b. MA 184 9 30 0.99 20
c. SMK 425 14 36 19 30
6|PT+PTAI 1.278 15 - 88
a. PT 1,267 14 - 91
b. PTAI 1,318 20 78
c. PTK 690 18 - 38

Selain rasio guru terhadap siswa, ana

lisis kelemahan SDM

bisa dilihat dari tingkat kualifikasinya. Pada Tabel 2, kualifikasi
guru ditinjau dari ijazah tertinggi masih menunjukkan keragaman,
khususnya untuk jenjang TK dan SD dimana guru dengan
kualifikasi sarjana (S1) masih dalam persentase yang sangat kecil,

yaitu 3,88% dan 8,30%.
‘mereka dengan latar belakang pendidikan di

Untuk TK persentase terbesar adalah
bawah DI,

sedangkan untuk SD mayoritas pendidikan berlatar belakang D1
dan D2. Sementara, untuk jenjang pendidikan tinggi, persentase

pengajar dengan ijaza

menunjukkan kondisi

ijazah pendidik pada SMA dan SMK den

lebih dari 60%.

Tabel 3.2

Kualifikasi Pendidik, Tahun 2002/2003

h sarjana (S1) lebih dari 50%. Hal ini
yang kurang baik dibandingkan dengan
gan latar belakang S1

Jenjang Sl ljazah Tertinggi
No | pendidikan Guru <Dl Sarjana S2/S3
%) D2 (%) | D3 (%) (%) %

1 . | TK/RA 137.069 90,57 5;55 - 3.88 -
2 SLB 8.304 47,58 - 5.62 46,35 0,45
3 SD-MI 1.234.927 49,33 40,14 2,17 8,30 0,05
4 SMP-MTs 466.748 11,23 21,33 25,10 42,03 0,31
5 SM 452.255 2,06 1,86 26,37 69,39 0,33
6 SMA-MA 230.114 1,10 1,89 23,92 72.75 90033
7 SMK 147.559 3,54 1,79 30,18 64,16 0,33
8 PT 236.286 - - - 56,54 43,46

Masalah lain

Dalam kaitannya
menyebutkan bal
masih cukup tin
609.217 orang (4
Sementara, pada
yang tidak layak

43%. Ketidaklay
kualifikasi latar b
antara bidang keq
Kondisi semacam
sekolah menenga[

Guru dan Kepaiaf

No.  Jenjang Pendidikan

1/5D a, Layak
b. Tidak Layak
Jumlah g
2SMP fa Layak
b. Tidak Layak
Jumlah 4
JISMa a. Layak
b. Tidak Layak
Jumlah a
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e
9
b
3
|
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C. KARAKTERISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN undang-undang. D

i

MADRASAH SWASTA

Data sumber daya guru sebagaimana yang tertuang dalam
Tabel (1, 2, dan 3) di atas, tidak dipilah antara data di lembaga
pendidikan negeri dan swasta. Di samping itu juga tidak dipilah
antara data di lembaga pendidikan jenis umum dan madrasah.
Oleh karena itu, data tersebut belum cukup untuk mengungkap
seberapa tinggi atau rendah kondisi sumber daya guru yang ada di
lembaga pendidikan madrasah swasta. Namun, beberapa
penelitian menunjukkan bahwa gambaran rendahnya kuantitas dan
kualitas sumber daya guru di bidang pendidikan tampak lebih
parah di madrasah swasta. Untuk mengetahui bagaimana dan
mengapa hal itu bisa terjadi, maka perlu dilakukan analisis yang
lebih dalam. Analisis harus dilakukan tidak hanya pada sumber
daya manusianya, tetapi juga kelembagaannya.

Lembaga pendidikan yang bercirikan agama Islam dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu lembaga pendidikan di bawah
koordinasi Departemen Pendidikan Nasional, misalnya SD, SMP,
dan SMA, dan lembaga pendidikan di bawah koordinasi
Departemen Agama, yaitu yang disebut madrasah, misalnya MI,
MTs, dan MA. Ciri khas keagamaan umumnya bisa dilihat untuk
melengkapi nama sekolahnya, misalnya SD Al Huda, MTs Al-
Mukminun, dan sebagainya. Umumnya, sekolah yang bercirikan
Agama Islam terutama yang tergolong jenis madrasah Jjumlahnya
Jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah bercirikan agama
Islam jenis lain. Sebagian banyak, sekolah berjenis madrasah ini
dikelola oleh swasta atau masyarakat. Oleh karena itu, sebutan
madrasah swasta cukup mewakili karakteristik yang terdapat di
sekolah jenis tersebut. Madrasah swasta disebut juga sebagai
perguruan swasta (Tilaar, 1995). Istilah "perguruan” ini sanpai
tahun 2002/2003 masih digunakan oleh Departemen Agama untuk
menyebut salah satu bidang pengelolaan madrasah-madrasah di
Kantor Departemen Agama (Kantor Depag Kabupaten Malang,
2003). Keberadaan madrasah swasta di dalam sejarah
perkembangan sistem pendidikan nasional dapat dikatakan unik.
Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-
dasar Pendidikan dan Pengajaran, dirumuskan secara khusus
tentang sekolah partikelir (swasta). Dalam Bab IX Pasal 13 ayat |
disebutkan "atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara penganut
suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa
diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-
sekolah partikelir". Pada ayat 2 disebutkan bahwa peraturan
khusus tentang sekolah-sekolah partikelir ditetapkan dalam
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undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950
ini dengan jelas dikemukakan betapa kuatnya keberadaan
perguruan swasta (termasuk madrasah swasta), sebab peraturan
yang khusus mengenai sekolah swasta ditetapkan dengan undang-
undang dan bukan sekedar dengan peraturan pemerintah atau
keputusan menteri. .

Dalam usaha meningkatkan partisipasi perguruan/
pendidikan swasta di dalam pembangunan, pada tahun 1971
dibentuklah Majelis Perguruan Swasta (MPS). Pada tahun 1980,
MPS tersebut telah berhasil merumuskan ciri-ciri identitas dari
perguruan swasta sebagai berikut: (1) setiap perguruan swasta
memiliki keunikan dan ciri tersendiri dalam pelaksanaan
pendidikannya, sesuai dengan asas-asas pandangan hidup dan
cita-citanya; (2) memiliki jiwa perjuangan dan patriotisme,
mempertahankan kepribadian dan memperjuangkan aspirasinya;
(3) berjiwa perintis/pelopor; dan (4) terbuka, selektif dan
berkepribadian. Melihat ciri-ciri tersebut, jelaslah bahwa
madrasah swasta memiliki keunikan dan ciri-ciri yang khas. Pada
tahun 1980 juga telah dirumuskan delapan prinsip perguruan
swasta. Dari delapan prinsip itu, dua diantaranya menjelaskan
secara khusus tentang madrasah, yaitu (1) pendiriannya
didasarkan atas motivasi luhur dan misi yang berdasarkan agama,
dan (2) berpola religius, kultural, kemasyarakatan dan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, sekolah-sekolah swasta atau
perguruan swasta (termasuk madrasah swasta) diatur pada bab
XIII mengenai peranserta masyarakat. Pada pasal 47 bab tersebut
dinyatakan (1) masyarakat sebagai mitra pemerintah
berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (2) ciri khas satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap
diindahkan. Di dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa baik
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat, berkedudukan sama dalam sistem pendidikan
nasional. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud untuk
menghargai setiap penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat memiliki ciri tertentu, seperti
yang berlatar belakang keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dinyatakan secara tegas
pemilahan pengaturan antara sekolah atau perguruan swasta dan
sekolah negeri, begitu juga antara sekolah umum dan madrasah.
Justru sebaliknya, jiwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
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tersebut akan mengambil kebijakan pendidikan satu atas.
Pemilahan dilakukan semata-mata pada tingkatan operasional
penyelenggaraan pendidikan, sementara tuntutan standar nasional
pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan sama peluangnya
untuk semua sekolah. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri
bahwa kondisi lebih parah tampak pada lembaga berjenis
madrasah swasta. Untuk mengetahui penyebab rendahnya mutu
sumberdaya manusia dan bagaimana pengembangannya, maka
tetap diperlukan analisis situasi yang mewarnai lembaga berjenis
madrasah swasta ini.

Selain mempunyai ciri khusus yang terkait dengan sejarah
perkembangan sistem pendidikan nasional, madrasah swasta juga
memiliki  ciri  khusus  yang terkait dengan  sistem
penyelenggaraannya. Dalam era kebangkitan sebelum
kemerdekaan, madrasah swasta berperan sebagai salah satu alat
perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, di samping sebagai
bentuk layanan pendidikan keagamaan. Seperti yang telah
dikemukakan oleh Tilaar (1995), pada era tersebut, perguruan
swasta pada dasarnya merupakan alat berjuang bangsa Indonesia
untuk  mandiri dan terlepas dari berbagai ikatan dengan
kebudayaan penjajah. Perguruan swasta bukan berdiri karena
motif mencari keuntungan atau hanya untuk menjadi sesuatu yang
lain dari pendidikan kolonial, tetapi secara sadar diarahkan untuk
pembangunan  kebangsaan  atau pengembangan  wawasan
kebangsaan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pada masa setelah kemerdekaan sampai  sekarang,
penyelenggaraan madrasah swasta diorientasikan pada bentuk
layanan pendidikan keagamaan. Secara organisatoris, madrasah
swasta adalah salah satu jenis sekolah di bawah pengelolaan
Departemen Agama.  Madrasah Ibtidaiyah swasta misalnya,
menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993,
adalah sekolah dasar (SD) yang berciri khas Agama Islam.
Namun. dalam perjalanan perkembangan pendidikan, madrasah
swasta memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah pada
umumnya. Gejala yang terjadi di lapangan, banyak ditemukan
madrasah swasta yang sekarang sudah disetarakan dengan sekolah
umum. Proses penyetaraan itu memerlukan waktu yang panjang,
dimulai  dari bentuk pendidikan informal yang kemudian
mengalami perkembangan sampai menjadi bentuk persekolahan,
Seiring dengan itu, foktor sumber daya manusia yang ada di
madrasah sangat mewarnai perilaku madrasah, sehingga
keberhasilannya sebagai lembaga persekolahan yang disetarakan
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dengan sekolah umum Sangat tergantung pada karakteristik
sumber daya manusianya.

Selanjutnya, terkait dengan perkembangan madrasah
tersebut, Maksum (2005) mengatakan bahwa perkembangan
madrasah di Indonesia mengalami pasang syrut yang tidak
terlepas dari dua faktor yang saling mempengaruhi, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan
pertumbuhan dan perkembangan mrasah yang tidak dilepaskan

yang tengah berkembang, Perkembangan madrasah yang
demikian ini secara langsung berdampak pula pada perkembangan
sumber daya gurunya.

D. KARAKTERISTIK SUMBER DAYA GURU DI
MADRASAH SWASTA

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang dimaksud Pendidik dj madarsah

pada karakteristik dan pengembangan profesi dan karier guru dan
kepala sekolah. Ha] ini karena guru dan kepala sekolah
merupakan rangkaian komponen intj yang langsung berkaitan

- dengan penyelenggaraan dan operasional proses pembelajaran di
sekolah.

menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Untuk melaksanakan
tugasnya, setiap guru harus memenuh;j kualifikasi profesional,
akademik, dan kompetensi. Kualifikasi ‘profesional adalah
pekerjaan atay kegiatan yang dilakukan oleh guru menjadi sumber
penghasilan kehidupan karena memiliki keahljan, kemahiran, dan
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kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta
memerlukan pendidikan profesi. Kualifikasi akademik adalah
pemenuhan ijazah jenjang pendidikan akademik sesuai dengan
jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat penugasan.
Kompetensi adalah pemenuhan seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan
dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Dilihat dari ketiga unsur di atas, guru madrasah swasta
dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah
guru-guru yang berlatar belakang pendidikan dari Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Guru-guru yang
termasuk  kelompok pertama jumlahnya sangat sedikit
dibandingkan dengan guru-guru kelompok kedua. Hal ini
ditunjukkan oleh hasil penelitian Ruminiati, Ulfatin, Syafrawi,
Sultoni, dan Djazimah (1996), yang menemukan bahwa guru
madrasah swasta di wilayah kabupaten Malang, Jawa Timur lebih
banyak (84%) berlatar belakang pendidikan agama dan pondok
pesantren. Mereka bukan berlatar belakang pendidikan dari
lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Di samping itu, guru
madrasah swasta hanya sedikit sekali (22,8%) yang berpendidikan
perguruan tinggi (sarjana dari lembaga pendidikan tenaga
kependidikan). Ini berarti bahwa guru-guru di madrasah swasta
kebanyakan tidak memenuhi persyaratan suatu profesi, utamanya
untuk memenuhi standarisasi pendidikan dan tenaga kependidikan
sebagaimana yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Karakteristik lain dari guru madrasah swasta dapat dilihat
juga dari karakteristik keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian
Ulfatin (2004), kebanyakan guru madrasah swasta berasal atau
bertempat tinggal tidak jauh dari daerah di sekitar sekolah.
Mereka menjadi guru tidak semata-mata untuk mencari nafkah
atau sebagai suatu profesi, tetapi sebagai wujud pengabdian
terhadap agama. Pengabdian pada agama ini sebetulnya
mengandung makna yang sangat baik, namun karena latar
belakang pendidikan yang belum memadai, maka misi pengabdian
saja . tidak cukup banyak membantu keefektifan proses
pembelajaran. Sebagai dampak dari itu, maka sebagian banyak

“'mutu pendidikan di madrasah swasta tergolong rendah.

Karakteristik guru sebagaimana diuraikan di atas dapat
digunakan pula untuk memprediksi karakteristik kepala
sekolahnya. Karakteristik kepala madarsah swasta, dapat dilihat

dari fungsi dan perannya. Jika dilihat dari asumsi atau dugaan

yang dikemukakan oleh Campbell, Bridges, dan Nystrand (1987),
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maka Kkarakteristik peran kepala madrasah swasta dapat
ditemukakan sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah memiliki
peran sebagai organisator, yaitu mengorganisir seluruh komponen
yang ada di organisasi sekolahnya. Kedua, kepala sekolah sebagai
komunikator, yaitu melaksanakan fungsi sebagai penghubung
antara guru dengan pengurus yayasan, orang tua, dan masyarakat.
Ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin, yaitu memimpin
semua personil utamanya dalam menjalankan tugas di bidang
pemimpin pengajaran dan kesiswaan. Pandangan lain yang terkait
dengan tugas kepala sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah
mengeluarkan ~ rambu-rambu  penilaian  kinerja  sekolah
(Depdiknas, 2000). Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa
tugas kepala sekolah mencerminkan kinerja kepala sekolah yang
komponennya ditekankan pada efektivitasnya sebagai
pendidik/educator, pengelola/manager, pengurus/administrator,
penyelia/supervisor, pemimpina/leader, —pembaharu/inovator,
dan pembangkit minat/motivator (EMASLIM) (Depdiknas, 2000).
Bertolak dari tugas kepala sekolah ini, maka bagi sebagian besar
kepala madrasah swasta sangat berat. Hal ini mengingat

rendahnya latar belakang pendidikan sebagaimana yang
dikemukakan di atas:

. ALTERNATF PENGEMBANGAN PROFESI SUMBER

DAYA GURU DI MADRASAH SWASTA
Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

- dan Dosen, maka pembinaan dan pengembangan guru dilakukan

melalui  dua jalur. Pertama, dilakukan pembinaan dan
pengembangan profesi. Kedua, dilakukan pembinaan dan
pengembangan karier. Yang dimaksud pembinaan dan
pengembangan profesi guru meliputi kompetensi paedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional yang dilakukan melalui jabatan fungsional. Dalam
sistem kepegawaian, baik pengembangan profesi dan karier ini
termasuk suatu promosi jabatan. Promosi ini dilakukan dengan
cara mempromosikan sumber daya manusia dalam sistem
pengangkatan seorang pegawai ke dalam jabatan yang lebih tinggi
baik secara kepangkatan maupun secara struktural. Promosi juga
dapat disebut sebagai perpindahan jabatan secara vertikal.
Contohnya adalah seorang guru yang diangkat menjadi kepala
sekolah atau guru yang naik jabatan dari guru muda menjadi guru
madya. Menurut Miklos (1992) pengembangan profesi dan karier
guru merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran guru
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itu sendiri. Lebih jauh, Miklos mengemukakan bahwa proses
pembelajaran guru yang demikian ini merupakan tahapan penting
untuk meningkatkan kualitas guru itu sendiri dan meningkatkan
kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Program pengembangan profesi selama ini masih
menjadi tanggung jawab Direktorat Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional. Namun, program-program dari
Direktorat tersebut hanya diperuntukkan bagi guru di bawah
koordinasi Depatemen Pendidikan Nasional. Sementara program-
program Departemen Agama belum banyak memfasilitasi
pengembangan profesi guru di lingkungan madrasah. Idealnya,
program pengembangan profesi guru dilakukan dalam koordinasi
satu atap (satu departemen), sehingga efisiensi dan efektivitas
program dapat dilakukan. Namun, jika hal ini sangat tidak
dimungkinkan karena pertimbangan politis, budaya, dan
‘pertimbangan lainnya, maka program pengembangan profesi
harus dilakukan pada tiap departemen yang membawahi
penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, kemitraan kerja
sama dan koordinasi antar departemen harus dilakukan untuk
menyatukan visi, misi, tujuan, dan program strategis, serta
menghindari adanya tumpang tindih program.

Pengembangan profesi dapat dilakukan melalui dua
jalur, yaitu melalui in-service education dan in-servive (raining.
Pengembangan profesi melalui in-service education dilakukan
untuk memenuhi standar minimal jenjang akademik bagi guru
yang belum mencapai tingkat kesarjanaan, misalnya guru yang
hanya memiliki latar belakang pendidikan DII, maka ia harus
melanjutkan studi sampai menyelesaikan studi jenjang sarjana
(minimal S1). Sedangkan pengembangan profesi melalui in-
service training dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme
guru sesuai dengan tuntutan standar pendidikan. Sebagaimana
yang dilaporkan oleh The Word Bank (2005), selama’ ini
péngembangan profesi guru melalui kedua jalur tersebut masih
menjadi tanggung jawab Direktorat Pendidikan tinggi. Dalam
kaitan dengan ini, direktorat telah mengembangkan standar
kepegawaian minimum sebagai persyaratan yang harus dipenuhi
oleh calon dan atau guru yang akan mengikuti program inservice
education. Selanjutnya, standar ini akan digunakan oleh tim
penjamin mutu untuk mengetahui tingkat kinerja guru yang
menjadi dasar pengiriman guru mengikuti program inservice
education. . 5n

Jika pada program in-service education, harus
dilakukan pemilihan guru berdasarkan jenjang latar belakang
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pendidikan, namun pada program insevice training harus
dilakukan = bagi seluruh guru. Hal ini dikarenakan program
inservice training semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan
profesionalisme guru dalam jabatan (Sahertian, 2002). The Word
Bank (2002) didukung oleh Sweeting (2002) telah melaporkan
bahwa progran inservice training bagi guru di Indonesia ini
sebenarnya sudah dilaksanakan selama lebih dari 30 tahun.
Namun dalam kenyataanya masih terdapat keluhan khususnya
mengenai kenyataan bahwa pelatihan dalam jabatan (inservice
training) tidak meningkatkan kualitas guru. Salah satu yang
diduga menjadi penyebab adalah manajemen proyek untuk
menyelenggarakan inservice education yang tidak berbasis
kualitas, tetapi lebih berbasis pada kuantitas.

. PROMOSI KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SALAH SALAH

SATU BENTUK PENGEMBANGAN KARIER GURU

Salah satu bentuk pengembangan karier guru sebagaimana
yang discbutkan di atas adalah promosi atau pengusulan menjadi
kepala sekolah. Sebagaimana yang telah ditemukan dalam
penelitian Ulfatin (2001), proses pengangkatan guru menjadi
kepala sekolah di madrasah swasta pada umumnya tidak
mengikuti tahapan prosedur dan persyaratan sebagaimana yang
diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan karena
karakteristik lembaga pendidikan berjenis madrasah ini umumnya
berstatus  swasta yang mana pengelolaannya diserahkan
sepenuhnya oleh sekolah dan yayasan. Mengingat pada umumnya
sumber daya guru yang ada di madrasah swasta yang relatif lebih
rendah dibandingkan dengan sekolah lain, maka secara langsung
dapat mempengaruhi kualitas proses pengembangan karier guru,
utamanya dalam kaitan dengan promosi jabatan kepala sckolah.
Oleh karena itu, pada tulisan ini dikemukakan alternatif proses
dan prosedur yang dapat dijadikan pertimbangan dalam rangla
memperbaiki kualitas proses pengembangan karier guru menjadi
kepala sekolah di madarsah swasta.

Promosi menjadi kepala sekolah sebagai bentuk dari
pengembangan karier dapat dilakukan secara bertahap melalui
proses yang panjang. Proses itu diawali dengan setiap guru wajib
belajar secara informal tentang tugas-tugas administrasi dan

‘manajeria: yang ada di sekolahnya. Para guru dapat melihat secara

langsung Dbagaimana kepala sekolah melakukan tugas-tugas
kekepalasekolahannya. Mereka juga dapat menilai cara lerja
hepala sekolah yang bagaimana yang cfektif. Beberapa tugas
manajerial yang didelegasikan oleh kepala sekolah kepada guru
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dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi guru tentang
tugas-tugas itu. Dalam proses pembelajaran secara informal ini
akan terlihat guru-guru yang memiliki potensi untuk dicalonkan
menjadi kepala sekolah. Guru-guru yang memiliki potensi dan
sekaligus memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk
mengikuti seleksi kepala sekolah.

Pada era otonomi, Departemen Agama dan pengurus
yayasan sekolah dapat bekerjasama dengan tim evaluator dari
perguruan tinggi dan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan
serangkaian paket seleksi kepala sekolah madrasah swasta.
Selanjutnya, pengangkatan kepala sekolah secara operasional
mengikuti peraturan yang secara khusus diberlakukan bagi
madrasah swasta. Peraturan ini dibuat oleh tim panitia seleksi
yang diangkat secara khusus untuk mengatur, melaksanakan, dan
mengevaluasi seleksi kepala sekolah. Hal ini penting karena
sangat mungkin terjadi sekolah membuat dan merumuskan aturan
sendiri dalam pengangkatan kepala sekolah. Sementara, untuk
pemenuhan standarisasi pendidikan sebagaimana yang dituntut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
standar pendidikan nasional, perlu adanya kesehatan organisasi
yang menjamin adanya standar proses dan standar tenaga
kependidikan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, umumnya
pengangkatan kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah
(state) yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. Salah satu
wujud kerjasama tersebut adalah keaktifan guru untuk mengambil
matakuliah kekepalasekolahan di perguruang tinggi sebagai syarat
untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah atau jabatan-jabatan
administrator lainnya. Untuk itu, bakal calon kepala sekolah yang
mengikuti rangkaian seleksi kepala sekolah harus mengambil
sejumlah matakuliah yang relevan terlebih dahulu di perguruan
tinggi sebelum mengikuti proses seleksi akhir kepala sekolah
(Woellner, 1975; Miklos, 1992).

Pada tahapan penilaian, beberapa kriteria perlu ditekankan.
Hal ini mengingat bahwa tujuan seleksi kepala sekolah tidak
semata-mata untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang lowong
atau kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan terhadap guru,
tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan
yang lebih baik. Sependapat dengan Miklos (1992), kriteria
pengangkatan kepala sekolah lebih menekankan faktor-faktor
yang berkaitan langsung dengan potensi manajerial akademik,
utamanya terkait dengan kemampuan analitis, keberhasilan dalam
mengembangkan  inovasi pembelajaran, dan  sikap-sikap
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ntang manajerial lainnya. Penekanan pada aspek pembelajaran ini
al ini semakin dirasakan urgensinya mengingat jabatan kepala sekolah
onkan mengikuti interval waktu yang terbatas. Dengan demikian, periode
si'dan masa tugas menjadi kepala sekolah sangat terbatas dan selalu
Stk berganti dengan kepala sekolah yang dipromosikan pada periode
berikutnya. ~ Oleh  karenanya, kesinambungan  program
1gurus pengembangan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu
i dari sekolah tetap terjaga dan berkembang dengan mengikuti irama
kukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi walaupun terjadi
asta. pergantian jabatan kepala sekolah.
sional Kriteria yang digunakan dalam proses seleksi tersebut jika
- bagi dikaitkan dengan kompetensi guru menyangkut penilaian aspek
seleksi personal, profesional, dan fungsional. Penetapan kriteria ini
n, dan sangat penting, karena kepala sekolah adalah seorang guru yang
Karena diberi tugas tambahan untuk menjadi kepala sekolah. Dengan
aturan batasan itu, maka memahami karakteristik kepala sekolah berarti
untuk pula harus memahami karakteristik guru. Setiap kepala sekolah
Suntut pada hakekatnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.
entang Namun, jika dilihat dari fakta di lapangan bahwa madrasah
Bfisasi termasuk lembaga pendidikan yang bisa dianggap unik dan
tenaga memiliki banyak persoalan yang mendasar, maka karakteristik
‘ dan tugas kepala sekolah di madrasah menjadi lebih berat. Paling
umnya tidak hal ini dilakukan jika pembahasan sumber daya manusia di
daerah madrasah dimaksudkan sebagai uapaya meningkatkan kompetensi
h satu untuk melaksanakan tugas kepala sekolah sesuai dengan standar
gambil nasional pendidikan. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat
 syarat Campbell. Bridges, dan Nystrand (1987) yang memberikan contoh
jabatan perbedaan masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah dan para
h yang gurunya. Dikatakan bahwa sejak rancangan kurikulum dan
gambil prosedur pengajaran ditentukan secara terpusat. guru-guru
guruan mungkin mulai mengembangkan rasa tidak puas. Rasa tidak puas
sekolah im ditunjukkan dengan cara yang berbeda antara guru-guru di satu
k. sekolah dengan guru-guru di sekolah lain. Misalnya, reaksi itu
cankan. ditunjukkan oleh guru-guru dengan mengajar yang menggunakan
B tidak cara-cara yang monoton. Di sekolah yang lain, ketidakpuasan itu
lowong mungkin diwujudkan dalam bentuk misalnya melakukan protes
 guru, tertulis terhadap pengambil kebijakan, dan masih banyak lagi
B dikan reaksi yang lain. Sebaliknya, ketika kurikulum diotonomikan
iiteria kepada guru dalam pengembangannya, reaksi beragam juga

muncul dari kepala sekolah dan guru. Hal ini terutama bagi guru-

guru yang tidak siap dengan pemberian otonomi kurikulum
pendidikan.
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G. PENUTUP

Sumber daya guru merupakan aset penting dalam sistem
pendidikan di Indonesia. Namun, kualitas guru umumnya masih
rendah. Rendahnya mutu guru itu tampak antara lain dilihat dari
latar belakang jenjang pendidikannya, kelayakannya, dan
relevansinya. Rendahnya mutu guru itu terlebih bagi guru yang
bertugas di lembaga pendidikan berjenis madrasah swasta.
Permasalahan guru di madrasah swasta ini sampai sekarang belum
terpecahkan. Pada era desentralisasi, ini permasalahan guru
merupakan bagian inti dari manajemen sumber daya manusia di
bidang pendidikan. Oleh karen itu, kajian kritis perlu dilakukan
untuk mencari alternatif dalam memecahkan masalah guru di
lembaga madrasah swasta tersebut.

Serangkaian permasalahan guru yang penting untuk
dicermati dan dianalisis adalah terkait dengan pengembangan
profesi dan karier. Pengembangan profesi dan karier adalah wujud
dari pembinaan dan pengembangan guru sesuai dengan yang
diamanatkan oleh undang-undang guru dan dosen. Di lembaga
pendidikan jenis madrasah swasta, pengembangan profesi dan
karier guru perlu dibahas secara lebih khusus karena di dalamnya
terdapat permasalahan yang relatif lebih kompleks jika
dibandingkan dengan lembaga pendidikan jenis lain. Persoalan
pengembangan profesi dan karier guru bersumber dari faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan
pertumbuhan yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang ada
di dalamnya. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan kondisi
politik yang berkembang saat itu.

Ada tiga strategi tahapan yang ditawarkan dalam
pengembangan profesi dan karier untuk meningkatkan kualitas
guru. Pertama, menganalisis karakteristik guru, terutama terkait
dengan kondisi ‘given’ yang secara -~ manajerial dapat
mengganggu percepatan peningkatan = kualitas guru. Kedua,
pengembangan profesi dalam bentuk in-service training dan in-
service education, terutama dikaitkan dengan proses dan prosedur
pengembangannya dengan merumuskan program dan standar
pengukuran untuk menjamin kualitas yang dapat menunjang
peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, promosi kepala sekolah
sebagai salah satu bentuk pengembangan Kkarier tidak hanya
berfungsi sebagai wujud regenerasi kepemimpinan formal, tetapi
juga berfungsi sebagai strategi penataan manajemen peningkatan
mutu sekolah.
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